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Silpa Rp 274 M Dialokasikan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020 

 
Pasangan calon di Pilkada Banjarmasin.(Antaranews Kalsel/Sukarli) 

 

Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD Tahun 2017, Kota Banjarmasin 

menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SILPA) sebesar Rp 274 miliar. 

Dari Silpa tersebut, pemerintah kota setempat berencana mengalokasikan sebagian untuk  

pembentukan dana cadangan dalam rangka pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota 

Banjarmasin pada 2020 mendatang. 

“Ini sudah diterima oleh seruh Fraksi di DPRD Banjarmasin untuk dibahas lebih lanjut,” 

ucap Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Suprayogi usai melaksanakan Rapat Paripurna Tingkat I di 

DPRD Banjarmasin, Jumat (22/6/2018). 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menjelaskan, pembentukan 

dana cadangan untuk pemilihan itu nantinya akan dilaksanakan bertahap, yakni pada APBD 

perubahan Kota Banjarmasin Tahun 2018 dan APBD Tahun 2019. 

“Setelah ini, Badan Anggaran di DPRD Banjarmasin akan menindaklajutinya. Paling tiga 

atau empat hari akan selesai. Soalnya perhitungannya sudah ada, tinggal mengubah angka-angka 

saja,” jelasnya. 

(Diringkas dari https://redkal.com/silpa-rp-274-m-dialokasikan-untuk-pemilihan-

walikota-dan-wakil-walikota-tahun-2020/ ) 

Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarmasin pada tahun 2020 ini resmi diikuti 

sebanyak empat bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sudah mendaftar di Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) kota setempat dari 4--6 September. 

 

https://redkal.com/silpa-rp-274-m-dialokasikan-untuk-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-tahun-2020/
https://redkal.com/silpa-rp-274-m-dialokasikan-untuk-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-tahun-2020/
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Menurut Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiyati Wahdah, hingga ditutupnya pendaftaran 

pada Minggu (6/9) pukul 24.00 WITA, terdata sebanyak empat pasangan bakal calon yang 

mendaftar ke kantor KPU untuk maju pada Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. 

(Diringkas dari https://kalsel.antaranews.com/berita/197518/pilkada-banjarmasin-resmi-

diikuti-empat-pasang-bakal-calon ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Berita: 

1. https://redkal.com, Silpa Rp 274 M Dialokasikan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2020, 22 Juni 2020. 

2. https://kalsel.antaranews.com, Pilkada Banjarmasin resmi diikuti empat pasang bakal 

calon, 07 September 2020. 
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https://kalsel.antaranews.com/berita/197518/pilkada-banjarmasin-resmi-diikuti-empat-pasang-bakal-calon


Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 3 

 

Catatan: 

   SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara 

surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto (http://www.djpk.kemenkeu.go.id) 

   Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 

32 Tahun 2004) 

 Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana 

cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 
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